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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan uraian pembahasan yang sudah penulis sampaikan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

 

1. Pengaturan ambang batas parlemen didalam pemilihan Umum, diatur 

dalam pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan 

persentase 4%, adanya pengaturan ambang batas ini merupakan  

instrumen pengurangan jumlah partai politik diparlemen dalam rangka 

menyederhanakan sistem kepartaian didalam menciptakan sistem 

multipartai sederhana.  

2. Implementasi atau pelaksanaan ambang batas parlemen dalam pemilihan 

umum di Indonesia telah sesuai dengan pengaturan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, sebagaimana dalam 

pelaksanaannya didalam mengurangi jumlah partai politik, hal tersebut 

terbukti dengan sejumlah data-data pendukung yang didapatkan 

mengenai jumlah partai politik yang lolos ambang batas parlemen dari 

pemilu tahun 2009 sampai dengan pemilu tahun 2019.  

B. SARAN 

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut diatas, maka dapat di 

rekomendasikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Diharapkan agar kenaikan ambang batas parlemen dilakukan secara 

bertahap disetiap pelaksanaan pemilihan umum, serta lembaga 
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legislaltif harus selalu bersikap transparant terhadap alasan atau urgensi 

mengapa ambang batas parlemen tersebut mengalami kenaikan. 

2. Di harapkan dengan diterapkannya ambang batas parlemen ini, dapat 

menciptakan situasi politik yang lebih stabil didalam menjalankan roda 

pemerintahan. 
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